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Judul . Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang
Dibuat Oleh Notaris Dalam Pencairan Dana Nasabah Yang
Meninggal DuniaDalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian

Perbankan.

Surat Keterangan Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan
administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris Salah satu
pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Mewaris adalah
Notaris (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (1) ¢
angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997). Surat Keterangan Waris sangat diperlukan agar terdapatnya
suatu kepastian hukum kepada siapa mereka menyerahkan atau membayar kepada
ahli waris atau orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam intansi perbankan
SKW diperlukan sebagai syarat dan ketentuan untuk melakukan pencairan dana
nasabah yang meninggal dunia. Prinsip kehati-hatian pada perbankan pada
umumnya diwujudkan dengan rangkaian dari ketentuan yang dibuat bank dengan
tujuan untuk menghindari risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi
nasabah bank. Dalam prakteknya seringkali muncul masalah hukum yang tidak
terduga. Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris
disebabkan karena isi dokumen dan Notaris melakukan kesalahan dalam penerapan
pasal-pasal hukum waris. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum
Surat Keterangan Mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam pencairan dana nasabah
meninggal dunia dalam perspektif prinsip kehati-hatian perbankan Untuk
menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum
Normatif Yuridis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi
dokumen. Kekuatan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris didasarkan
pada Kewenangan Notaris secara hukum dalam membuat surat ketearangan waris,
dan kepastian hukum dari Surat Keterangan Waris. Setelah penulis menganalisa
kekuatan SKW yang dibuat oleh Notaris dalam perspektif kehati-hatian perbankan
maka penulis berkesimpulan bahwa perlu dibuat peraturan tegas mengenai SKW
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang
menggunakan SKW.



